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Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam 

Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara  

Krisna Aji 

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia 

Email : Krisaji420@gmail.com  

ABSTRAK 

Korupsi telah menjadi permasalahan akut dan sistematik yang sangat 

membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Salah satu jenis 

korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana 

pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, dan fasilitas 

lainnya yang di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat dengan mengunakan 

dana APBD, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan 

pemerintahan pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang diputus bebas  

(vrijspraak) oleh hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Samarinda dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas 

putusan bebas terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos, yang didakwa 

oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama 

oleh pajabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara  

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim atas 

putusan bebas (vrijspraak) pada perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr 

terhadap terdakwa Himawan Yokominarno. S.Sos merujuk pada Pasal 183 

tentang 2 (dua) minimum alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang 

melakukan tindak pidana, serta pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “jika pengadilan 

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”  berdasarkan hal tersebut hakim yang 

memeriksa dan mengadili terdakwa Himawan Yokominarno, S.Sos, atas 

pemeriksaan di persidangan meyakini bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan dakwaan 

primer maupun dakwaan subsider oleh penunut umum. Maka dengan demikian 

Akibat hukum atas putusan bebas tersebut. Terdakwa Himawan Yokominarno, 

S.Sos, dibebaskan dari seluruh dakwaan primer dan subsider oleh penuntut umum, 

serta memerintahkan pemebebasan terdakwa dari tahanan dan rehabilitasi serta 

pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta 

martabatnya.  

Kata kunci: Korupsi, Pejabat Tata Usaha Negara, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas 

(Vrijspraak).  
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Consideration of the Judges' Decision Against the Acquittal (Vrijspraak) in 

Corruption Criminal Offence by State Administrative Officer 

Krisna Aji 

Muhammadiyah University of East Kalimantan, Samarinda, Indonesia 

Email : Krisaji420@gmail.com 

ABSTRACT 

Corruption has become an acute and systematic problem that is very 

dangerous and detrimental to the state and society. One type of corruption that is 

very concerning in Indonesia is the misuse of funds in land acquisition projects 

for the construction of houses, and other facilities intended for the welfare of the 

community using APBD funds, which was carried out by State Administrative 

Officials within the government environment in North Penajam Paser Regency 

who acquitted (vrijspraak) by the judge at the Corruption Court at the Samarinda 

District Court with decision Number: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr. The purpose 

of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the acquittal 

against the accused Himawan Yokominarno. S. Sos, who was accused by the 

public prosecutor of having committed a criminal act of corruption jointly by 

other officials within the North Penajam Paser Regency government 

Based on the results of the research it is understood that the judge's 

consideration of the acquittal (vrijspraak) in case Number: 16/Pid.Sus-

TPK/2017/PN Smr against the defendant Himawan Yokominarno. S.Sos refers to 

Article 183 concerning 2 (two) minimum valid evidence to determine someone 

committing a crime, as well as Article 191 paragraph (1) which reads "if the 

court is of the opinion that from the results of the examination at trial, the guilt of 

the defendant for the act charged to the defendant was not proven legally and 

convincingly, so the defendant was acquitted." Based on this, the judge who 

examined and tried the defendant Himawan Yokominarno, S.Sos, based on 

examination at trial believed that the defendant was not legally and convincingly 

proven to have committed a crime of corruption, according to the primary 

indictment and subsidiary indictment by the public prosecutor. So thus the legal 

consequences of the acquittal. The public prosecutor acquitted the defendant 

Himawan Yokominarno, S.Sos of all primary and subsidiary charges, and ordered 

the release of the defendant from detention and rehabilitation and restoration of 

the defendant's rights in terms of ability, position, dignity and worth. 

Keywords: Corruption, State Administrative Officials, Judgment of Judges, Free Verdict 

(Vrijspraak). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Didalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara 

Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (rechsstaat) tidak 

berdasarkan tentang kekuasaan belaka (machstaat), pemerintahan 

berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Didalam pasal 27 ayat (1) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, 

jelas telah diatur mengenai jaminan hak-hak dasar, serta di samping itu 

terhadap setiap warga negara juga diberikan apa yang dinamakan dengan 

kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain, menjunjung tinggi 

hukum dan pemerintah untuk mendorong agar setiap warga negara 

menjunjung tinggi hukum serta pemerintah, telah banyak usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan penegakan hukum yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, agar meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat melalui pendidikan, kursus-kursus serta penyuluhan-


